
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pcndidikan dan 
Kebudayaan Nomor 8 l Tahun 2013 ten tang Pendirian 
Satuan Pe.ndidikan Nouforrnal clan Aspi,asi sc.h1ruh 
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) se-Indoncsia 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nemer 
877) serta Surat Dircktorat Jenderal Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemente rian 
Pendidikan dan Keoudayaan Nornor 
1055/C.C4.l/PR/2015 tcntang Perrnohonan Perubahan 
Status Unit Pelaksana Tekrus (UPTDj Sanggar Kegiarari 
Belajar ( SKB ) mcnjadi Satuan Pendidikan Nonforrnal, 
ma.ka perlu direrapkan status Sanggar Kcgiatan Bclajar 
(SKB) dari Unit Pe\aksana Tek nis Dinas (\..JPTD) rnenjadi 
Satuan Pendidikan Nonforrnal Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Konawc Selatan; 

b. bahwa penetapan status Sanggar Kegiatan Bclajar fSKB) 
dari UPTD menjadi Satuan Pendidikan Nonformal 
Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaien 
Konawe Selatan didasarkan pada keburuhan yang 
berkernbang di masyarakat, kcbutuhan daerah, sorta 
pengernbangan pola kerja sarna dan koordinasi dengan 
instansi terkait; 

c. oahwa berdaeavkan pcrtirnbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf -b tersebut di atas, 
dipandang pertu rnenctapkan Peraturan Bupati Konawe 
Selatan tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja 
Sanggar Kegiatan Bclajar (SKB) Sebagai Saruan 
Pendidikan Nonformal Lingkup Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabuparen Konawc Sclatan. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KONAWE SELATAN, 

Menimbang 

PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN 
BELAJAR (SKB) SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN N"O!iFORl\'.lAL 

LINGKUP DINAS PENDIDJKAN DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN KONAWE SELATAN 

TENTANG 

PERATUFtAN BUPATI KONAWE SELATAN 
NOlVlOR: IY. TAiiUN 2016 

BUPATI KONAWE SELATAN 
PROVIN~ISULAWESITENGGARA 

.. 



Sulawesi Tenggara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2003 Nornor 24, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4267); 

2. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistern 
Pendidikan Nasional (Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2003); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ientang 
Perimbangan Keuaugan Antara Pemeriruah Pu sa t do n 
Pcrnerintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ienrang 
Pembentukan Peraruran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara l"\<::publik Indonesia Tahun 20 ! l 
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te-ru ang 
Pcmer.mahan Daerah (l--embaran N1'gara Rq.)ublik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagairnana 
tel ah diubah oeberapa kali terakhir denga n U nria ng 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 teruang Pcnetapan 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
20 l 4 ten tang Perne rjn ta h an Dae rah [Lr m baran Nq~ura 
Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 73 Tahun 1991 tcntang 
Pendidikan Luar Sckolah (Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun J 99 .I Nomor 95, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik lndoucs ia Nomor346l]; 

7. Peraiuran Pernerimah Nomor 25 Tahuu 2000 tentang 
Kcwenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 
sebagai Daerah Otonom [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

8. Peraturan Perne rintah Nomor 79 Tnhun 2005 icrnang 
Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan Penycienggaraan 
Pcmeriruahan Daerah [Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4593); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pcrncrintahan antara Pemerintah, 
Pernerintahan Daer ah Provinsi , Dan Pernerin tahan 
Daerah Kabupaten j Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4737); 

4 Tahun 200:3 tentang 
Konawe Selatan di Provinsi 

1. Undang-Undang Nornor 
Pcrnbentukan Kabupaten 

Mengingat 



3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatrm; 
4. Sekretaris Dacrah adalah Sckrctaris Daerah Kabupatcn Konawc Sclatan; 
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan clan 

Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan: 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pcndidikan dan Kebudayaan 

Kabupatcn Konawe Selatan; 

Dalam peraturan ini yang dirnaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan; 
2. Pemcrintah Daerah adalah Kabupatcn Koriawe Selatan clan Pera ngkat 

Daerah sebagai uusur, Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupatcn 
Konawe Selatan: ' 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN 
TENTAN(. PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SANGG.A:R KEGIATAN BELAJAR {SKB) SEBAGAI SATUAN 
PENDIDIKA.l'i NONFOR.MAL LINGKUP DINAS PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE SELATAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

10.Pcraturan Pemerintah Nornor 41 T'ahun '.2007 icruang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, 'Tarnbaban Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 474 J ); 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pernbentukan Produk Hukum Dacrah. (Berit.a 
Negara Republik Indone sia Tahun 2014 Nomor 32); 

12.Peraturan Mcnteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 
Tahun 2016 tent.ang Pedornan Alih Fungsi Sanggar 
Kegiatari Belajar Me.njadi Satuan Pe.n<lidikan Norifor ma.l 
(Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 
330); 

13.Peraturan Daerah Kabupatcn Konawe Selat.an Nomor 10 
Tahun 2007 tcntang Uru san Pemcrintahun Yang Mcnjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Sela.tan 
[Lernbaran Daerah Kabupaten Konawe Sela.tan Tahun 
2007 Nomor 10); 

14.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 
Tahun 2013 tentang Pcrubahan Keernpat Atas Peraruran 
Daerah Kabupaten Konawe Sdatan Nornor \2, Tuhun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupatcn Konawe Selatan (Lcmbaran 
Dacrah Kabupaten Konawe Selaian Tahun 20 l 4 Nomor 
26). 



(3) Sanggar Kegiatan Belajar (SKl::IJ sebagai Saluan Pe ndidikan Nonforrnal 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Sdatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mcncakup 5 (lima) SKB, yakni Satuan 
Pcndidikan Nonforrnal SKB Ranomeeto, Sat uan Pendidikan Nonforrnai SKB 
Tinanggea, Satuan Pendidikan Nonformal SKB Bcnua, Satuan Pendidikan 
Nonfonnal SKB Moramo dan Satuan Pendidikan Nonformal SKB Laonti; 

Pasal 3 

(l ) Dengan peraturan ini ditetapkan perubahan status Sanggar Kcgiatan 
Belajar (SKB) dari UPTD menjadi Saluan Pendidikan Nonformal Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan; 

(2) Sanggar Kegiatan Bclajar sebagai satuan pendidikan nonforrnal 
sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) berkedudukan di bawah Bidang 
Pendidikan Nonforrnal Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten 
Konawe Selatan. 

BABII 

KEDUDUKAN, TOGAS DAN FUNGSI 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pcgawai Ncgeri Sipil Kabupaten Konaw e 
Sela tan; 

8. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat SKB adalah sanggar 
kegiatan belajar pada Satuan Pendidikan Nonforrnal Dinus Pe ndidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan ; 

9. Kepala Satuan Pendidikan Nonfonnal Sanggar Kegiatan Bclajar adalah 
Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar 
Kabupaten Konawc Sclat.an yang bcrasal dari Tenaga fi'ungsio11al 
Pamong Belajar yang diberi tugas tarnbahan selaku Kepala Satuan PNF; 

10.Pendidikan Nonforrnal selanjutnya disebut, PNI" adalah jalur pendidikan 
di luar perididikan formal yang dapat dilaksauakan sccara ter strukrur 
dan berjenjang; 

11.Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pcndidikan yang 
diselenggarakan untuk rnemberdayakan rnasyarakat melalui pendidikan 
kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pcndidikan kepernudaan, 
pendidikan pemberdayaan pcrempuan, pcndidikan keaksaraan, 
perididikan kesetaraan, pendidikan kc-tcrampilan, dan pe ndidikan 
keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan la.in yang ditujukan 
untuk mengembangkan kernampuan pcserta didik; 

12.Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang me nunjukkan tuga,;, 
tanggung jawab, wewcnang dan hak seorang Pcgawai Ncgeri Sipil dalarn 
saruan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
<la.,/ a tau kcrerampilan tertentu serta bersifat mandiri; 

l.3.Kelompok ,Jabatan Fungaional adalah kelornpok -Jabatan Fungsional 
pada Saruan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan. Belajar Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaa.n Kabupatcn Konawe Selatan. 



d. Membuat percontohan program Pendidikan Anak Vsia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat; 

e. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan Jokal bagi 
program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

f. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program Pcndidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

g. Melaksanakan Pengabdian Masyarakai. 

lain yang 
Pendidikan 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Saluan 
Pendidikan Nonfonnal Sanggar Kegiatan Bclajar, menyelenggarakan Iungsi: 
a. Melaksanakan program pendidikan ariak usta dini dan pcndidikan 

masyarakat; 
b. Melakukan pembinaan pendidikan dan tenaga pendidikan satuan 

pendidikan nonforrnal lainnya; 
c. Melakukan pendarupingan bagi Satuan Pendidikan 

menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Masyarakat; 

Pasal 5 

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kcgiatan Belajar mernpunyai tugas 
pokok membantu kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam 
rnerurnuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi clan pelaporan, 
penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pcndidikan 
Masyarakat (Bidang PAUD dan D!KMAS). 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

(4) Wilayah kerja m.ising-rnasing Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai 
Satuan Pendidikan Nonforrnal Dinas Pcndidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Konawc Selatan adalah 
a. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Ranorneero terdiri atas 7 [tujuh] 

kecamatan; 
b. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Tinanggea terdiri atas 7 (i.ujuh) 

kecamatan; 
c. Satuan Pendidikan Nonforrnal SKB Benua terdiri atus 6 (enam) 

kecamatan; 
d. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Moramo terdiri atas 4 (empat) 

kecamatan; 
e. Satuan Pendidikan Nonforrnal SKB Laorni terdiri atas I [satu) 

kecamatan. 



(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melak sanakan pcrencanaan 
program, kepegawaian dan keuangan, keratausahaan, 
kerumahtanggaan, evaluasi clan pclaporan; 

Paw S 

(1) Kepala Satuan Pcndidikan Nonformal SKB rnernpunyai tugas menyusun 
rencana dan program, mernimpin, mernbina, mengendalikon, 
mengkoordinasikan, menyc!enggarakan urusan tata usaha dan 
melaksariakan tugas scbagaimana yang dirnaksud pada pasal 4; 

(2) Kepala Satuan Pendidikan Nonforrnal SKB dalarn melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) menyelenggaran fungsi 
sebagaimana dimaksud pada pasal 5. 

Pas.al 7 

(1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonforrnal Sanggar Kcgiatan 
Belajar terdiri atas : 
a. Kepala SKB; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Fungsional Umurn; 
cl. Kelompok .Jabatan Fungsional; 

(2) Kepala SI<B sebagaimana yang dimaksud pada ayar ( l) huruf a, di pirnpin 
oleh seorang Kepala yang berasal dari Tenaga Fungaional Pamong Belajar; 

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
adalah Pcgawai Negeri Sipil yang merniliki kompetcnst teknis; 

(4) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf 
d adalah Pamong Belajar yang mclaksanakan tugas dan fungsi 
rnenyelenggaran program PAUD dan Dikmas (scsuai undang-unda ng] yang 
tergabung dalarn kelornpok kerja yang terdiri atas : 
a. Pokja Pendidikan Anak Usia Dini {PAUD); 
b. Pokja Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (DIKMAS dan 

KESETARAAN); 
c. Pokja Kursus tlan Peiatihan (BINSUSLAT); 
d. Pokja Pernbinaan Pendidikan Keluarga; 

(5) Bagan stroktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sangg:,r K•;giatan 
Belajar Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan Kabupaten Konawe Sclatan 
tercantum dalam larnpiran keputusa.n ini dan rnerupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Pe.raturan Bupati Konawe Sela.tan. 

Pasal 6 

Bagian Kesatu 
SusuI?.an Organii;ai;i 

SUSUNAN ORGAJHSASI, DAN TATA KERJA 

BAB III 



(]) Tenaga Fungsioual, rnernpunyai tugas pokok mernbantu kcpala Sanggar 
Kegiatan Belajar dalam mcnyusun rencana dan program, evalua si. 
pelaporan dan pelaksanaan pcnyelenggaraan kegiatan teknis operasional 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 

(2) Tenaga Fungsional sebagairnana · dimaksud pada aya( (1) 
menyclenggarakan Iungsi : 
a. Menyusun rencana chin program kcrja Sanggar Kegiatan Bclajar; 
b. Menyiapkan bahan pedornan, dan petunjuk teknis kegiatan 

pengumpulan dan pengolahan data pendidikan anak. usia dini dan 
pendidikan rnasyarakat; 

c. melaksanakan pernbinaan kelompok belajar keaksaran, kcsetaraan 
paket A, pakct B, dan paket C serta pusat kegiatan belajar masyarakat: 

d. Menyelanggarakan pernbinaan kelompok bclajar usaha produktif scrta 
kelompok pernberdayaan swadaya masyarakat: 

c. Menyusun pengembangan kurikulum muatan lokal serta pclaksanaan 
kurikulum nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
masyarakat; 

I. Mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sektoral daiam 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 

g. Menyelenggarakan pengawasan dan pengcndalian muiu program 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat: 

h. Mcnyelenggarakan kegiatan pcndidikan dan pela uhau bagi ienaga 
kcpcndidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 

Pasal 9 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagairnana dimaksud pada ayat f I J pasal 8, 
rnenyelenggarakan Iungsi : 
a. Menyusun rencana dan program k crja urusun tata kcratausahaan: 
b. Mciaksanakan urusan surat mcnyurat, kcarsipan, kehumasan, dan tata 

naskah; 
c. Pelaksariaan \.irusa.n kesejahreraan d,\n kepangkatan pe.gawai iin6k~1µ 

Satuan Pcndidikan Noniormal SKB; 
d. Melaksanakan penyusunan anggaran, pcngelolaan keuangan dan gaji 

pegawai Satuan Pendidikan Nonfonnal SKl:3: 
e. Menyclenggarakan adrninistrasi perpustakaan, pcngadaan bahan 

pustaka, dan fasilitas ruang baca; 
I. Mengatur penggunaan wisma, asrarna, dan fasilitas Saluan Pendidikan 

Nonfonnal SKB; 
g. Melaksanakan urusan umurn, kerumahtanggaan, perlcngkapan, dan 

inventaris Saluan Pendidikan Nonformal SKB; 
h. Me!aksanakan ketert.ban, keamanan, serta perneliharaan sarana dan 

prasarana Satuan Pen<lidikan Ncmforrnal 8KB; 
i. Mclakukan pcngawasan dan pcnyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas rutin; 
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain diberikan oleh atasan baik lisan 

maupun tertulis dengan iugas Iungsinya untuk kelancaran pelaksanaa n 
tugas: dan 

J Segala tugas dan fungsi sub tata usana dalam mengambil kebijakan 
selalu berkoordinasi dengan kepala Saruan Pendidikan Nonformal SKB. 
serta bertanggung jawab kepada kepala Satuan Pendidikan Nonfonnal 
SKB. 



(l) Kepala Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pcndidikan dan 
Kebudayaan melalui Sekretaris Daerah; 

(2) Urusan Tata Usaha dipimpin olch kepala sub bagian rara usaha yang 
bertanggung jawab kepada kcpala Sat uan Pendidikan Nonformal SKB, 
diangkat dan diberhcntikan oleh Bupati rnelalui Sekretaris Daerah atas 
usul Kepala Saluan Penididikan Nonformal SKB melalui kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pas.al 12 

BABIV 

PEf'l'GANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
DALAM JABATAN 

(l) Kcpala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar 
melaksanakan tugasnya berdasarkan kcbijakan, pedoman dan pctunjuk 
tekms yang ditctapkan olch Bupati me.lalui Kcpaia Dinas; 

(2.) Kepala Satauan Pendidikan Nonforrnal Sanggar Kegiatan Belajar 
berkewajiban mernberi perunjuk, mernbina, mcmbimbing, dan mengawasi 
pekerjaan unsur-unsur pernbantu dan pclaksana yang bcrada dalarn 
lingkup kerjanya; 

(3) Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan/atau keluar daerah, 
Kepala Satuan Pendidikan Nonforrnal SKl3 dapat mcnunjuk kcpala Sub 
Tata Usaha dan/atau Koordinator Pamong Bclajar sebagai pclaksana 
sernentara. 

Pasal 11 

(l) Dalam melaksariakan tugas kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar 
Kegiatan Belajar. urusan tata u salra, dan kelornpok jabatan fungsional 
menerapkan prinaip koordinasi, integrasi dun sinkronisasi eccara vertikal 
dan horisontal sesuai rugas pokok dan fungsi masing-rnasing maupun 
antar satuan. organisasi di lingkungan pcrnerintah dacrah serta dengan 
instansi lain di luar pcrncrintah daerah: 

(2) Setiap koordinator urusan bertanggung jawab kepada arasannya dan 
menyampaikan laporan tepat pada waktunya; 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepara Satuan Pendidikan Nonformal 
SKB dari bawahannya diolah dan dipcrgunakan sebagai bahan laporan 
clan evaluasi maupun perumusan kebijakan. 

TATAKERJA 

Bagian Kesatu 
Pasal 10 

1. Melakukan evaluasi dan penyususnan laporan penyelenggaraan sanggar 
kegiatan belajar; dan 

J. Pelaksanaan tugas kcdinasan lain yang dibcrikan oleh ata san baik lisan 
maupun tertulis sesuai dengan tugas dan Iungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 



(1 J Pacla saat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku , Surat. Kcputusan Bupati 
Nornor : 1340 Tahun 2010, tern ang Pcmbentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Tinanggea, 
Benua, Moramo dan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku; 

(2} Keteruuan yang belum diatur dalam Peraturn.n Bupati ini, akan ditet.apkc.n 
kemudian oleh Surat Keputusan Bupati, sepanjang mengenai peraturan 
pelaksanaannya. 

Pasal 15 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VII 

(3) .lumlah tenaga fungsional lingkup Satuan Pendidikan Nonfonnal Sanggar 
Kegiatan Belajar sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditenrukan 
berdasarkan keburuhan dan bcban kerjo , dan atau minimal 15 {lirna bcl,;1s) 
orang. 

(l) Kelornpok .Jabatan Fungsional ad alah scjumlah te naga dalarn jcnjang 
jabatan Iungsional sesuai denga n bidang kr-ahliannya bcrdasarkan aturan 
perundang-unclangan yang ada; 

(2) Kelompok .Jabatan Fungsional dikoordinir oleh scorang pejabat fungsional 
senior yang memilki kornpctcnsi dan pengalaman lentang kcpamorigan 
selanjutnya disebut Koordinator Pamong Belajar, berada di bawah clan 
berranggung jawab kepada Kepala Satuan Pcndidikan Non formal $KB; 

Pasal 14 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

BAB VI 

(1) Jabatan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar 
adalah jabatan nonstruktural; 

(2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabata.n struktual esclon IV 
B. 

Pasal 13 

ESELON 

BABV 
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H. MATHIUS ELLING, S.H. ..... ; ., ~1 Pembina Ut,am~,t,1\lµa Gol.!V i c 
NIP. 19590523·'["98103 1 011 

n-Kab.Konawe Selatan - ........ 
I. '•,~ 

• ·.$ • ..... ........ ·. ~ /•~ 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala a ·. 
Sekreta 'at 

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHU!'i 2016 NOMOR .... 

.... __ - 

Diundangkan di Andoolo 
pada tangga1 1 At,;::·, l 20 l 6 

• I 

Agar setiap orang mematuhinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berna Daeran Kabupaten Konawe 
Selatan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku scjak tanggal diundangkan. 
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STRUKTUR ORGANISASI 
SATUAN PENDIDIKAN NONI<'ORMAL 

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) 

KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN 
KABUPATEN KONAWE SELATAN 
DINAS 
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TENTANG: PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SAJlGGAR ICEGlATAN BELAJAR iSKB) SEBAGAI 
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LINGKUP 




